
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM 
KAMPUNG IKLIM BERBASIS GOOD ENVIRONMENTAL 

GOVERNANCE DI KOTA PADANG 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara 
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Untuk Memperoleh  

Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP.)  
 

 

 

OLEH: 

 

DEA SALSABILLA 
NIM. 22042202/2022 

 

 

 

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
2026







https://v3.camscanner.com/user/download


iv 
 

ABSTRAK 

 

DEA SALSABILLA 
22042202 

: Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung 
Iklim Berbasis Good Environemntal Governance 
di Kota Padang 

 

Degradasi kualitas lingkungan perkotaan tidak terlepas dari lemahnya tata kelola 
lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program berbasis 
keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat 
dalam Program Kampung Iklim di Kota Padang dengan menggunakan pendekatan 
Good Environmental Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan teknik analisis Manual Data Analysis Procedure (MDAP) (Bungin & 
Irwanti, 2022), melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi 
dokumentasi terhadap aktor pemerintah, kelompok masyarakat, serta pengelola 
kegiatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program 
Kampung Iklim di Kota Padang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Good 
Environmental Governance sebagaimana dikemukakan oleh (Belbase, 2020), 
khususnya pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan akses informasi. 
Partisipasi masyarakat cenderung bersifat terbatas, tidak berkelanjutan, dan 
bergantung pada insentif maupun mobilisasi tokoh lokal. Kelompok masyarakat 
seperti bank sampah, kelompok tani, kelompok budidaya ikan dan komunitas 
lingkungan menunjukkan keterlibatan yang fluktuatif akibat lemahnya dukungan 
struktural dan koordinasi lintas sektor. Faktor pendorong partisipasi meliputi 
motivasi ekonomi, peran kepemimpinan lokal, serta dorongan program pemerintah, 
sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan ekonomi masyarakat, 
rendahnya kesadaran lingkungan, minimnya sosialisasi program, serta belum 
optimalnya fungsi kelembagaan dan pengawasan pemerintah. Penelitian ini 
menegaskan bahwa penguatan tata kelola lingkungan berbasis partisipasi 
masyarakat memerlukan konsistensi kebijakan, transparansi informasi, serta sinergi 
antar pemangku kepentingan agar Program Kampung Iklim dapat berjalan secara 
berkelanjutan di Kota Padang. 

Kata Kunci: Good Environmental Governance, Partisipasi Masyarakat, Program 
Kampung Iklim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kerusakan lingkungan menjadi persoalan nyata yang dihadapi banyak 

negara termasuk Indonesia, sebagai akibat dari aktivitas manusia yang tidak 

memperhatikan keseimbangan alam. Kegiatan seperti pembukaan lahan secara 

besar-besaran, pencemaran sungai, serta pembakaran bahan bakar fosil terus 

meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Salah satu akibat serius dari kondisi 

ini adalah peningkatan emisi Gas Rumah Kaca, yang mempercepat terjadinya 

pemanasan global. Fenomena pemanasan global menyebabkan suhu rata-rata bumi 

meningkat, yang kemudian memicu berbagai perubahan iklim ekstrem (Damai 

Yanti Silaban & Suharianto, 2025).  

 Berbagai bencana terkait iklim seperti kekeringan panjang, banjir bandang, 

longsor, kegagalan panen, serta kenaikan rob adalah manifestasi nyata dari 

perubahan lingkungan (Nations, 2025). Sebagai bentuk komitmen terhadap 

pelestarian lingkungan, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam 

Pasal 63 ayat 1, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak 

perubahan iklim.  

 Selain itu, Pasal 70 ayat (3) mengatur mengenai pentingnya peran serta 

masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya 
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berada di tangan pemerintah, melainkan juga merupakan kewajiban bersama 

seluruh lapisan masyarakat. Indonesia memperkuat komitmennya dalam 

menghadapi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang digagas oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup.  

 Program Kampung Iklim adalah gerakan nasional berbasis masyarakat yang 

bertujuan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap dampak iklim serta mengurangi 

emisi Gas Rumah Kaca melalui aksi bersama di tingkat lokal (Fakhri et al., 2025). 

Program ini dirancang untuk memotivasi komunitas seperti desa, kelurahan, atau 

lingkungan RW/RT agar menindaklanjuti aksi adaptasi seperti pengelolaan air dan 

stabilisasi pangan, serta mitigasi lewat efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan 

penghijauan (Hartanto & Yulianto, 2014). 

 Pelaksanaan Program Kampung Iklim didasarkan pada Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016. Hingga Juli 2024, Program Kampung 

Iklim telah mencatat lebih dari 10.113 lokasi yang teregistrasi dalam Sistem 

Registri Nasional, dengan 1.842 lokasi telah diverifikasi dan memperoleh apresiasi 

dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengakuan atas aksi iklim 

komunitas mereka. Tujuan utama dari Program Kampung Iklim adalah memperkuat 

kesadaran perubahan iklim, mendorong aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat 

komunitas, serta memberikan pengakuan terhadap kontribusi masyarakat dan 

pemerintah daerah (Syafrillah, 2024).  

 Program Kampung Iklim telah dilaksanakan oleh hampir seluruh 

pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat yang 

menetapkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 
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tentang Pembentukan Kampung Iklim pada wilayah kabupaten/kota di seluruh 

provinsi tersebut.  

 Pada penelitian ini, penulis mengambil ibu kota Provinsi Sumatera Barat 

yaitu, Kota Padang sebagai pelaksana dari Program Kampung Iklim. Pelaksanaan 

Program Kampung Iklim di Kota Padang berada dibawah koordinasi langsung 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, yang bertanggung jawab dalam 

memfasilitasi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas 

melalui pembinaan langsung terhadap kelompok masyarakat serta integrasi 

program dengan perangkat kelurahan dan kecamatan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis serta hasil konfirmasi data 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, diketahui bahwa hingga tahun 2025 

Program Kampung Iklim telah dilaksanakan di 22 lokasi yang tersebar di berbagai 

kelurahan dan kecamatan di Kota Padang. Adapun rincian lokasi nya sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Lokasi Program Kampung Iklim Kota Padang 

No. Nama Kelompok Lokasi Status 

1. Pokdakan Lubuk 
Tempurung 
Indah 

RW 06 Kelurahan Kuranji 
Kecamatan Kuranji 

Proklim Utama 
2021 

2. Jambak Sea Turtle 
Camp 

RW 07 Kelurahan Pasie Nan 
Tigo Kecamatan Koto Tangah 

Proklim Madya 
2022 

3. KPS Pelangi RW 09 Kelurahan Pangambiran 
Kecamatan Lubuk Begalung 

Proklim Madya 
2022 

4. Kelompok Tani Serba 
Usaha 

RW 12 Kelurahan Batipuh 
Panjang Kecamatan Koto 
Tangah 

Proklim Madya 
Tahun 2023 

5. HKM Padang Janiah RW 03 Kelurahan Lambung 
Bukit Kecamatan Pauh 

Proklim Madya 
tahun 2023 

6. HKM 
Sikayan 

RW 06 Kelurahan Limau Manis 
Selatan Kecamatan Pauh 

Proklim Madya 
tahun 2023 
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Balumuik 

7. KWT 
Lubuak 
Ramang 

RW 05 Kelurahan Lubuk 
Minturun Kec. Koto Tangah 

Proklim Madya 
tahun 2024 

8. Poktan Tuah Sakato RW 05 Kelurahan Kuranji, 
Kecamatan Kuranji 

Proklim Madya 
tahun 2024 

9. Bank Sampah 
Manggis 
Sakato 

RW 07 Kelurahan Kuranji, 
Kecamatan Kuranji 

Proklim Madya 
tahun 2024 

10. KWT Anugrah RW 12 Kelurahan Kuranji, 
Kecamatan Kuranji 

Proklim Madya 
tahun 2024 

11. KWT Mahkota RW 01 Kelurahan Gurun 
Laweh, Kecamatan Nanggalo 

Proklim Madya 
tahun 2024 

12. Bank Sampah 
Lobang 
Japang 

RW 02 Kelurahan Tabiang 
Banda Gadang, Kecamatan 
Nanggalo 

Proklim Madya 
tahun 2024 

13. Bank 
Sampah 
Hidayah 

RW 06 Kelurahan Bandar Buek, 
Kecamatan Lubuk Kilangan 

Proklim Madya 
tahun 2024 

14. Kelompok Tani 
Subur 

RW 04 Kelurahan Koto Lalang, 
Kecamatan Lubuk Kilangan 

Proklim Madya 
tahun 2024 

15. Kelompok Tani Askel RW 01 Kelurahan Koto Panjang 
Ikua Koto, Kecamatan Koto 
Tangah 

Proklim Madya 
tahun 2024 

16. Kelompok 
Tani Surau 
Gadang 

RW III, Kelurahan Koto Panjang 
Ikua Koto Kecamatan Koto 
Tangah 

Proklim Madya 
tahun 2024 

17 KWT Puskud Saiyo RW V Koto Panjang Ikua Koto Proklim Madya 
tahun 2024 

18 Kelompok 
Tani Anggrek 

RW 13 Dadok Tunggul Hitam Proklim Madya 
tahun 2024 

19 KWT Kesehatan Asri RW V Dadok Tunggul Hitam Proklim Madya 
tahun 2024 

20 Bank Sampah Panca 
Daya 13 

RW 1 Gunung Sarik, Kc. Kuranji Proklim Madya 
tahun 2024 

21 Bank Sampah Panca 
Daya 3 

RW 06 Kelurahan Sungai Sapih, 
Kec. Kuranji 

Proklim Madya 
tahun 2024 

22 Bank Sampah Maju 
Bersama 

RW 10 Kelurahan Jati Baru, 
Kec. Padang Timur 

Proklim Madya 
tahun 2024 

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2025 

 Dalam sistem penilaian Program Kampung Iklim, partisipasi masyarakat 

merupakan salah satu komponen penting yang menentukan tingkat penghargaan. 
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Penilaian ideal tidak hanya didasarkan pada jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi, 

tetapi juga pada seberapa besar keterlibatan warga dalam setiap tahap mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi masyarakat 

dianggap ideal apabila mereka terlibat langsung dalam proses perencanaan dan 

pengelolaan program lingkungan di lingkungannya, bukan hanya sekadar menjadi 

peserta dalam acara-acara formal atau seremonial semata (Ortega, 2023). 

 Keterlibatan masyarakat dalam Program Kampung Iklim tidak hanya 

sebatas menjadi penerima manfaat, melainkan harus dipandang sebagai subjek 

utama yang mampu menciptakan aksi kolektif untuk mendukung pencapaian SDG 

13 yaitu penanganan perubahan iklim. SDG 13 merupakan salah satu dari 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada tahun 2015 (Hermanto, 2023).  

 Berdasarkan pada konsep good environmental governance mengatur dan 

mengontrol pembangunan dalam pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara 

bersama-sama, maksudnya pembangunan tetap dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, hal ini berupaya untuk memfasilitasi 

lingkungan sehat dan kesimbangan ekosistem sehingga dapat berguna bagi 

pemberdayaan masyarakat (Muh. Syainal Nur & Husen, 2022).  

 Namun, pada penelitian ini fokus tidak diarahkan pada aspek 

pemberdayaan, melainkan pada partisipasi masyarakat. Perbedaannya terletak pada 

bahwa pemberdayaan menekankan pada proses peningkatan kapasitas dan 

kemandirian masyarakat, sedangkan partisipasi menyoroti sejauh mana masyarakat 
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benar-benar terlibat aktif dan konsisten dalam pelaksanaan program (Dwidjowijoto, 

2014). Perlu dibedakan antara partisipasi kelompok dan partisipasi masyarakat.  

 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Reni Afriani pada tanggal 

4 Agustus 2025 selaku Analis Data Bidang P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Padang, beliau mengatakan bahwa: 

“…Status Program Kampung Iklim di Kota Padang 
seluruhnya aktif, tetapi tidak semuanya sesuai standar ProKlim 
dari KLHK. Kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat musiman, 
contohnya seperti kelompok wanita tani (KWT). Memang tetap 
berjalan, namun masih terdapat kekurangan karena rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kampung iklim tersebut 
karena masyarakat mau ikut jika kegiatan jika mereka diberikan 
feedback (keuntungan).” (Hasil Wawancara 4 Agustus 2025) 

 

 Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa pelaksanaan 

Program Kampung Iklim di Kota Padang masih menghadapi sejumlah kekurangan, 

khususnya terkait rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya 

sesuai dengan prinsip good environmental governance yang menekankan 

kolaborasi aktif dan berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan. Hal ini 

penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk mengindentifikasi dan 

mengatasi permasalahan yang ada disetiap lokasi Program Kampung Iklim di Kota 

Padang. 

 Berdasarkan penjabaran permasalahan yang sudah dikemukakan, penulis 

tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat 

Dalam Program Kampung Iklim Berbasis Good Environmental Governance di 

Kota Padang. 
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti mengindentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:  

1. Partisipasi masyarakat masih berada pada level menengah (Status Madya) 

sehingga belum mencapai tingkat partisipasi penuh yang mandiri dan 

berkelanjutan. 

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Program Kampung 

Iklim, yang ditandai dengan kegiatan yang bersifat musiman dan 

masyarakat mau ikut kegiatan jika diberikan feedback. 

3. Adanya kendala teknis dan administratif dalam pelaporan dan verifikasi 

data ProKlim ke tingkat pusat, yang menghambat pengakuan dan 

perkembangan program secara nasional dari Kementerian Lingkungan 

Hidup. 

4. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good environmental 

governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas 

dalam pengelolaan ProKlim di seluruh lokasi. 

C. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini ada berbagai hal yang dibahas, tetapi peneliti perlu 

membatasi masalah yang akan diteliti secara terperinci, berdasarkan identifikasi 

masalah yang ada, penelitian ini difokuskan pada Partisipasi Masyarakat dalam 

Program Kampung Iklim Berbasis Good Environmental Governance di Kota 

Padang. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat disimpukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim 

Berbasis Good Environmental Governance di Kota Padang? 

2. Apa faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam 

Program Kampung Iklim Berbasis Good Environmental Governance di 

Kota Padang? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim 

Berbasis Good Environmental Governance di Kota Padang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi 

masyarakat dalam Program Kampung Iklim Berbasis Good Environmental 

Governance di Kota Padang. 

F. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri, bagi peneliti berikutnya, dan instansi terkait yang nantinya dapat 

menyempurnakan penelitian ini menjadi lebih baik lagi, maka manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian partisipasi masyarakat dan 
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penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang 

memperkaya literatur mengenai Program Kampung Iklim di tingkat lokal, terutama 

dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 

bidang penanganan perubahan iklim.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pengalaman empiris dalam 

memahami dinamika partisipasi masyarakat dan tata kelola lingkungan 

yang baik di tingkat lokal.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan 

serta bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan, sekaligus 

menyempurnakan penelitian pada lingkup yang lebih luas. 

c. Bagi Instansi Terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Padang, penelitian ini dapat memberikan masukan terkait upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim 

sehingga dapat memahami prinsip Good Environmental Governance. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang penulis sudah 

lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

 Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Padang masih belum berjalan 

secara optimal. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah 

menyediakan kebijakan dan wadah partisipasi melalui Program Kampung Iklim, 

namun pada tingkat implementasi, keterlibatan masyarakat masih bersifat terbatas 

dan belum berkelanjutan. 

 Ditinjau dari prinsip partisipasi, keterlibatan masyarakat cenderung bersifat 

musiman dan pragmatis. Partisipasi aktif umumnya muncul ketika kegiatan 

digerakkan oleh ketua kelompok atau aparat setempat serta ketika terdapat insentif 

atau bantuan tertentu. Hal ini terlihat pada beberapa kelompok seperti Bank Sampah 

Maju Bersama yang masih aktif karena adanya dorongan kepengurusan, sementara 

kelompok lain seperti Bank Sampah Hidayah, Bank Sampah Panca Daya 13 Bukit 

Ase, serta kondisi lingkungan di wilayah KPS Pelangi menunjukkan lemahnya 

partisipasi dan keberlanjutan kegiatan lingkungan. Kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga lingkungan masih relatif rendah. 

 Pada prinsip kepastian hukum, Program Kampung Iklim telah memiliki 

dasar kebijakan melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat dan Surat Edaran 

Wali Kota Padang. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum 

mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan. Regulasi 
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yang ada belum diiringi dengan pengawasan, pendampingan, dan penegakan yang 

konsisten di tingkat kelompok masyarakat. 

 Prinsip transparansi dan akses terhadap informasi juga belum sepenuhnya 

terpenuhi. Informasi mengenai program, mekanisme kegiatan, serta keberlanjutan 

pengelolaan lingkungan belum tersebar merata kepada seluruh masyarakat. Hal ini 

menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tidak memahami secara utuh tujuan 

dan manfaat Program Kampung Iklim, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat 

partisipasi dan kepedulian lingkungan. 

 Dari sisi akuntabilitas dan kelembagaan, pelaksanaan program belum 

menunjukkan pertanggungjawaban yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa 

kelompok masyarakat tidak lagi aktif setelah bantuan atau pendampingan berakhir, 

yang menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola 

program secara mandiri. Koordinasi antar aktor, baik pemerintah, kelompok 

masyarakat, maupun pihak terkait lainnya, masih belum berjalan secara sinergis. 

 Selain itu, terdapat faktor pendorong dan penghambat partisipasi 

masyarakat. Faktor pendorong partisipasi meliputi partisipasi bebas yang bersifat 

terbujuk, terutama pada kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat 

langsung dari program, serta partisipasi terpaksa yang dipengaruhi oleh kondisi 

sosial dan ekonomi. Sementara itu, faktor penghambat partisipasi meliputi 

keterbatasan ekonomi, minimnya waktu luang masyarakat, rendahnya kesadaran 

lingkungan, kurangnya informasi program, serta ketergantungan masyarakat pada 

dorongan pihak luar. 
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 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Kampung Iklim di 

Kota Padang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Good Environmental 

Governance, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran, 

lemahnya keberlanjutan kelompok seperti bank sampah, serta minimnya penguatan 

kelembagaan menjadi gambaran nyata kondisi di lapangan. Upaya pemerintah 

masih diperlukan secara lebih konsisten dan partisipatif untuk mendorong 

keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan maka saran 

yang bisa diberikan adalah; 

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat 

memperkuat fungsi pembinaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan Program 

Kampung Iklim (ProKlim) di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kota Padang. 

Pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi 

juga pada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. 

 Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara 

berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program di tingkat daerah. 

Melalui pengawasan yang lebih optimal, pemerintah provinsi dapat 

mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kelompok ProKlim serta 

memberikan solusi dan pendampingan yang sesuai guna meningkatkan 

keberhasilan program. 
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2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 

 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang perlu meningkatkan intensitas 

sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang terlibat dalam 

Program Kampung Iklim. Kegiatan sosialisasi sebaiknya dilakukan secara 

berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

tujuan, manfaat, dan pentingnya program dalam mendukung upaya adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim. 

 Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang perlu memperkuat 

komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat melalui forum diskusi, musyawarah, 

maupun kegiatan lingkungan lainnya. Upaya tersebut dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat sekaligus membangun rasa memiliki terhadap program 

sehingga keberlanjutan kegiatan ProKlim dapat terjaga dalam jangka panjang. 

3. Bagi Pemerintah Kota Padang 

 Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat memberikan dukungan yang 

lebih kuat terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim melalui kebijakan, 

pendanaan, dan penyediaan sarana pendukung yang memadai. Dukungan tersebut 

penting untuk memastikan bahwa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

dapat dilaksanakan secara optimal di tingkat masyarakat. 

 Selain itu, Pemerintah Kota Padang perlu mendorong sinergi antara 

organisasi perangkat daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam 

pelaksanaan Program Kampung Iklim. Kolaborasi yang kuat antar pemangku 

kepentingan akan membantu menciptakan program yang lebih efektif, 
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berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan 

maupun masyarakat. 

2. Bagi Kelompok Masyarakat Program Kampung Iklim 

 Kelompok masyarakat Program Kampung Iklim diharapkan dapat terus 

meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Keterlibatan masyarakat 

secara konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program 

serta menjaga keberlanjutan berbagai kegiatan yang telah dijalankan. 

 Selain itu, kelompok masyarakat perlu memperkuat kerja sama 

antaranggota dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga 

lingkungan. Pengembangan inovasi berbasis potensi lokal juga perlu dilakukan agar 

kegiatan ProKlim tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi mampu 

memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai 

Program Kampung Iklim dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, baik dari 

segi metode, teori, maupun lokasi penelitian. Hal ini penting untuk memperkaya 

kajian ilmiah mengenai implementasi ProKlim serta menghasilkan temuan yang 

lebih beragam dan komprehensif. 

 Selain itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis dampak 

Program Kampung Iklim terhadap perubahan perilaku masyarakat, peningkatan 

kualitas lingkungan, maupun efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas 
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dalam mendukung pengembangan kebijakan dan pelaksanaan Program Kampung 

Iklim di masa mendatang. 
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